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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN
Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman Transliterasi dari Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri
Pendidikan dan Kebudayaan Rl NO.158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara
garis besar uraian adalah sebagai berikut:
A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan teansliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Lati Nama
Be
Te
ngan titik di atas
Je
gan titik di bawah
" Ka dan ha
De
3 Zet dengan titik di atas
J Er
J Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Esdan ye
o= Sad S Es dengan titik di bawah
ol Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
L Za Z Zet dengan titik di bawah
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Fa
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El

vii



a Mim M Em
] Nun N En
g Wau wW We
> Ha’ H Ha
¢ Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

O)-

2. Vokal
Vokal bahasa Arab,

tunggal atau monofto

sa Indonesia, terdiri atas vokal

Vokal t ab yang lam tanda atau harakat,
transliterasin erikut:
anda N Huruf L Nama
i a a
( rah i i
i dammah u u
Vokal Ar la a gabungan antara
harakat dan h tran inya abu uruf u:
H in Nama
s ai adani
¥ fathah dan wau au adanu
Contoh:
xS kaifa
J3#*  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

viii



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
— kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
):/ dammah dan wau u u dan garis di atas
W : mata
] : rama
= : qila

E A

el D yamiutu

4, Ta marbiitah

Transliterasi untuk ra aitu ta’ marbitah yang hidup

atau mendapat hara transliterasinya adalah [t].
sedangkan ta

adalah [h].

un, transliterasinya

marbiitah itu (
Contoh:

z

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
[t : rabband
W3 @ najjaina
=3 :al-haqq
r—": s nu’ima
FXE : ‘aduwwun



Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah(i— ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.
Contoh:

ile @ °Ali (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
ipe ‘Arabi (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\(alif
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa , al-, baik ketika h huruf syamsi yah maupun huruf

gamariyah. Kata sande punyi  huruf langsung yang
mengikutinya. ang mengikutinya dan
dihubungkan (

Contoh:

A3 el
Ky W

7. Hamzah
Aturan trans i i apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di te i amun, bila hamzah terletak di

awal Kkata, ia tidak dilambangkan, ke dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
5326 ta murina
g ral-nau’
S5 lsyai’un

é»;»ff : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia



akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului pa
atau berkedudukan sebagai

ikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

pominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:

A billah

.fu‘. :;; v
hiitah Al akhir

Adapun
diteransliteras

ada lafz al-jalalah,

I (All Caps), dalam
transliterasinya i entang penggunaan huruf
ang berlaku (EYD). Huruf

an huruf awal nama diri (orang,

kapital berdasarkan pec
kapital, misalnya, digunaka
tempat, bulan) dan huruf pertama“pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Xi



Nasir al-Din al-Tist

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tafr

Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islamt

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Aba
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis
Nasr Hamid Abi)

aid, Nasr Hamid (bukan, Zaid

B. Daftar Si

Swit.
Saw.

HR
KUHPer
uu

BW
KHI
DNA
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ABSTRAK

Kurniasari. R, 2023. “Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah
dalam Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia”. Skripsi
Progran Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Polapo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal,
M.HI dan Dr. Rahmawati M.Ag

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak di Luar
Nikah dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan, Untuk mengetahui perlindungan anak di luar nikah dalam hukum
Islam dan hukum positif Indonesia, Untuk mengetahui kedudukan hak anak di
luar nikah dalam hukum Islam dan m positif Indonesia. Dalam penelitian ini
menggunakan desain deskriktif itu memaparkan dalam bentuk uraian.
Penulis menggunakan ped ridis. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan me elolaan dan Analisis Data
yaitu secara D litian menyimpulkan
bahwa Perli Islam anak hanya
mendapatkan arga ibunya saja.
Sedangkan m rlindungan dengan
kedua orang t Perlindungan anak

, Komp
di luar nikah
gan melalui ibunya dan
ukum positif anak bisa mendap
ila ada pengakuan.dan pengesah
g-Undang Dasar 1945,dan terd
tang Perkawinan. Menurut Mah
juga bisa me an perlindungan dengan mema

NA (Deoxyribose
Hukum Islam dan
Hukum Posit i hanya mempunyai
kan dalam Hukum
Ki-kedudukanjika ada pengakuan dan
g tuanyasmelakukan hal tersebut maka
erupathak mewarisi, hak nafka, dan hak

Positif anak di“luar nikah dap
pengesahan anak. Makasjika ked
anak berhak mendapatkan kedudu
perwalian dari pihak ayah.

Kata Kunci: Perlindungan dan Kedudukan Hak Anak, Hukum Islam, Hukum
Positif

XViii



BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masa arus globalisasi ini dengan nilai budaya yang kebarat baratan telah
masuk kedalam kehidupan masyarakat sekarang yang membawa dampak terhadap
perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Terabaikannya norma

hukum serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki,

salah satunya adalah kehami ab. Hamil di luar nikah merupakan

problematika yang mana banyak terjadi

dimasyarakat anak remaja, hamil di di akibat beberapa

faktor sepert angnya keimanan,
masalah kelua

Fakta f i i ditya dituntut oleh

seorang wani

ada sebelum dilakukannya pernikahan. Karena anaknya tersebut sudah remaja
maka weni menuntut rezky untuk mengakui anaknya akan tetapi rezky tidak mau
mengakui anaknya.

Pada prinsipnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan meskipun
berbeda suku, ras, bangsa, kepribadian, tabiat dan lain sebagainya. Agar manusia

dapat berketurunan yang baik.! Jalan yang sah untuk berketurunan adalah dengan

melalui ikatan pernikahan yang sah. Perlindungan anak di luar nikah dalam

M. Quraish Shihab, “Perempuan”, Cet. 9, (Tanggerang: Lentera Hati, 2014), h. 249



konteks ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif,
tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya.
Memberikan perlidungan terhadap anak di luar nikah tidak berarti mendukung
meluasnya pergaulan bebas. Akan tetapi, harus pula dipikirkan konsep-konsep
yang dapat mengatasi pergaulan bebas dengan memberikan pembinaan dan
pendidikan agama berisikan pesan-pesan moral.

Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan permasalahan

dalam masyarakat, baik gmasyarakatan maupun mengenai

hak-hak dan kewg ikan bahwa masyarakat
terlalu cepat luar nikah sebagai
sampah masyzs , akibat kelahiran
nya yang de ikerjakannya tidak
diterima. Ber: karena sudah jelas
dikatakan bahwa seti ala Dersih dari dosa, baik
anak yang dilahirkan itu tidak bertanggung jawab atas dosa ibu
bapaknya.’

Kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dalam pandangan
hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif, karena yang
dibahas meliputi masalah-masalah yang dianggap aib bagi suatu keluarga. Namun
terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak di luar

nikah. Merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang serius,

%Lina Oktavia, “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia™, Skripsi, 2011, h. 17.



mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan
masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan
persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang
dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang
memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.®
Pendidikan agama yang berisikan pesan-pesan moral kepada laki-laki dan

perempuan adalah salah satu solusigdalam mengatasi pergaulan bebas remaja.

Oleh karena itu, memberike n kedudukan anak di luar nikah

disatu sisi, tidak binaan dan pendidikan
agama terhad a bersamaan tanpa
harus mengab engangkat judul ini
karena banya a banyak anak lahir
di luar perni alah satunya adalah

kurangnya ke itu peneliti terdorong

Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang

dibahas dalam skripsi ini adalah :

®Ferdy Thierry Titah, “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal, Vol. 2, No. 1,
2014, h. 40.

“Fikri, Budiman, Andi Bahri, “Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara
dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare)”, Jurnal, h. 57.



1. Bagaimana perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum
positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan,anak di luar nikah dalam hukum Islam dan

hukum positif di Indos
2. Untuk meng dalam hukum Islam
dan huk
D. Manfaat P
Manfaa iti i i i anfaat teoritis dan
manfaat prakt
1. Manfaa
Secara teoriti mengembangkan ilmu
pengetahuan di bidang huku khususnya menyangkut tentang
perlindungan dan kedudukan hak anak di luar nikah dala hukum Islam dan hukum
positif di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
rujukan atau sumbangsi pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui persoalan

perlindungan dan keduduakn hak anak di luar nikah dalam hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia.



E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah penelitian yang pertama kali
dilakukan, karena itu di sini penelitian akan menyebutkan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Luthfan Adhi Putra
dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta

Warisan Menurut Hukum Positif di, Indonesia” pada tahun 2018. Penelitian

tersebut merupakan peneliti if. Tujuan dari peneliti tersebut

adalah untuk men kawin yang disahkan
menurut huk persamaan bagian
warisan anak

Hasil p rikan perlindungan
terhadap oran Per (Kitab Undang-

Undang Huku a)-Pa : : d mendapat hak 1/3 dari

Hak waris anak luar kawin menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100
sebagaimana yang telah dikemukakan dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya saja. Sedangkan Hak waris anak luar kawin menurut hukum adat

Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut



hukum adat adalah sama seperti seorang anak sah dalam hubungan terhadap
ibunya.”

Kedua, adalah skripsi yang berjudul “Kedududkan Anak Hasil Zina dan
Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Mui dan Hukum Positif” yang ditulis
oleh Auliya Nur Alifah pada tahun 2019. Penelitian tersebut merupakan penelitian
kepustakaan atau library research. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui

kedudukan anak hasil zina menurut. hukum fatwa MUI, untuk Mengetahui

Perlindungan Hukum bagi a t hukum Positif.

Hasil peneli entang kedudukan anak
hasil zina dan a tidak mempunyai
hubungan nas yang menyebabkan
kelahirannya § ngan nasab, waris,
nafkah denga tidak menanggung
dosa perzinahan*yang dilakukan o ibatkan kelahirannya.

adalah hukum positif mengat anak di dalam tataran konvensional,
seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua,
pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya, kemudian hukum Islam tidak
membahas masalah perlindungan anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa
anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal

perlindungan.®

*Luthfan Adhi Putra, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin dalam Penerimaan Harta
Warisan Menurut Hukum Positif di Indonesia™, Jurnal, 2018.

®Auliya Nur Alifah, “Kedududukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut
Fatwa MUI dan Hukum Positif”, Skripsi, 2019.



Ketiga, adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Kedudukan Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan
Negara di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Rusydi Kadir pada tahun
2018. Tujuan dari penulis tersebut adalah untuk mengetahui kedudukan anak di
luar nikah menurut hukum Islam. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif
hasil penelitian menunjukkan yang disebut sebagai anak luar nikah menurut

hukum Islam adalah anak yang lahir dari hasil zina.

Hukum perdata ana erupakan anak yang lahir dalam
hubungan peremg ikahan. Berdasarkan
pendapat mac empat yaitu Imam
Abu Hanifah, Rahimahumullah),
bahwa hasil gisnya. Pengakuan
seorang anak i administrasi yang
memenuhi tiga's 3 A €Jak ayah dan ibu dari
berlaku bagi anak yang kedua'c melakukan perkawinan yang sah
menurut agama dan negara, Ketiga dikatakan sah ketika akta anak telah
diterbitkan.’

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada
tema pembahasan yang sama-sama membahas perlindungan dan kedudukan hak
anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan

yang menjadi perbedaannya terletak dari beberapa hal, antara lain metode

"Muhammad Rusydi Kadir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di
Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia”, Skripsi, 2018.



penelitian dan pendekatan penelitian. Selain itu juga terkait dengan pokok
pembahasan dan tujuan dalam penelitian dan yang membedakan dengan penelitian
ini yaitu lebih berfokus pada hak-hak yang didapat anak di luar nikah baik itu hak
perlindungan dan kedudukan anak yang di mana hak anak tersubut harus
diberikan tanpa adanya membedakan anak sah dan anak tidak sah.

F. Kerangka Pikir

Peneliti mencoba menggambarkan kerangka pikir yang dapat mengantar

dalam pembahasan yang telg t adalah diagram kerangka pikir

dalam penelitian_ig

Hasil




G. Metode Penelitian
1. Desain dan Pendekatan Penelitian
Peneliti akan menggunakan desain deskriktif kualitatif, yaitu, memaparkan
dalam bentuk uraian penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk
mengumpulkan data, sebagai berikut:
a. Pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan norma-

norma agama yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis

b. Pendekatan yuridi dengan melihat kepada ketentuan
hukum yang berla
2. Teknik
Teknik gan metode library
research, yai edia tulis lainnya
yang ada hub jengan 2 (dua) cara

yaitu dengan

yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik
sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu metode analisa data yang tertitik tolak dari pengetahuan
fakta-fakta yang bersifat umum lalu menganbil kesimpulan yang bersifat khusus
dari dasar pengetahuan umum tersebut.

b. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan

fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
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c. Komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan
pendapat yang lain atau antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil
kesimpulan yang dianggap tepat.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari

kekeliruan atau kesalahan paham dalam memahami judul dan pokok pembahasan

dalam penelitian ini, maka di sini_geneliti akan menguraikan defenisi istilah

penelitian sebagai berikut:
1. Perlindungag
Perlind alo 10 berikan oleh aparat
penegak huk i i kiran maupun fisik
dari ganggua i . an yang dimaksud
yaitu perlindu i i positif.
2. Kedudu
Kedudukan seseorang dalam suatu
kelompok atau masyarakat. k g dimaksud adalah kedudukan hak
anak di luar nikah hukum Islam dan hukum positif.
3. Hak
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang

telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak yang dimaksud adalah hak anak di

luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif.
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4. Anak Luar Nikah
Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan seoarang perempuan yang
tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah
membenihkan anak di rahimnya.
5. Hukum Islam
Hukum Islam atau Syariat Islam adalah system kaida-kaida yang didasarkan

pada wahyu Allah swt dan sunna rasukmengenai tingka laku mukalaf (orang yang

sudah dapat dibebani kewaji dan diyakini, yang mengikat bagi
semua pemeluk
6. Hukum
Hukum tertulis dan tidak
tertulis yang . umum dan khusus

dan ditegakka



BAB |1

PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak
Anak pada umumnya diartikan sebagai anak yang lahir dari hubungan pria
dan wanita.® Anak adalah amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala

kepentingan fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya,

melindungi anak dalah kewaji a tidak hanya kewajiban orang tua

saja.” Dalam hukum akuan khusus mulai anak
dalam kandu ajiban itu berupa,
Menyusui (ra ehkan berpuasa saat

hamil dan me ibu j kah yang halal dan

yang lain, me khitankan (sunnat),
mendidik. |

Kenyataannya masih B antar saat ini seperti anak putus
sekolah, mengalami gizi buruk, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan
narkoba, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya. Anak yang mendapat
perlakuan seperti ini biasa terjadi pada keluarga yang kurang mampu kurang

mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, anak yang terlahir dari zina, ada

8Liza Agnesta Krisna, “Panduan Memahami Anak vang Berkonflik dengan Hukum”
(‘Yogyakarta: Deepublisher, 2018), h. 6.

*Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Vol. 6, No. 2, Juli 2014,
h. 1

12
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juga akibat dari perceraian kedua orang tuanya, dan poligami, dan lain
sebagainya.

Permasalahan dalam konteks ini anak memerlukan perlindungan hukum
agar anak dapat terlindungi dari ancaman apapun, karena anak merupakan aset
keluarga dan aset negara yang wajib dilindungi tanpa membedakan anak tersebut.
Karena anak adalah kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang

beruntung mendapatkannya. Perlindungan anak sebenarnya telah dirumuskan

negara bahkan dunia inter akteknya belum maksimal. Maka

dari sinilah peran n_masyarakat mengenai
adi orang baik dan
berbakti maka anti i an sholeha. Namun
apetaka bagi orang
tuanya. Semu sejatrah di dalam

rumah tangga an dalam pertumbuhan

orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memberikan nafka
terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang di

mana sudah jelas dalam Q.S Al-Talaq /65: 7.

)

TS M Te  Z.ezafsor &z TR AP T AV S B e 3
VA sl e Gailaasy ) adle 508 (g diais (2 dans 30 G5

%

4 3 > - - V P _ ‘_, g z %% s .w'
\ﬂﬁm%\@@\bﬁl@ﬂ\&ﬁ;

peunoh Daly, “Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 400.
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Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafka menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi
nafka dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan®.**

Seorang suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup
kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban

menyusui anaknya dan merawar anakaya.

Setiap anak berhak im a, dari orang tuanya karena anak

merupakan gene seorang anak dia berhak
mendaptkan aan, perawatan, pendid perlindungan dan
kedudukan. 1sa, perawatan dan
pemeliharaan nya, tetapi untuk
pendidikan an i ri.

Hak dan kewaji ini awihan akan tetapi jika
berlaku. Jika ibu tidak bisa wajibannya maka akan dipindahkan
kepada keluarga perempuan. Jika tidak bisa melakukan kewajibannya ini akan
diberikan kepada laki-laki atau ayahnya. Karena anak memiliki hak-hak terhadap

kedua orang tuanya hak itu berupah hak nasab, hak susuan, hak pemeliharaan, hak

kewalian dan hak mawaris.”*> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

""Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing,
2012), h. 560

Mu’ammal Hamid, “Perkawinan dan Persoalan dalam Islam”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1978), h. 142.
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kewajiban berlaku terus menerus sampai anak sudah kawin atau berdiri sendiri
meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah terputus.

Setiap anak berhak atas perlindungan, Anak adalah “kado termahal” dari
tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah yang memiliki nilai sangat
berharga. Anak merupaka titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan
kembali kepada Allah swt. Serta lampiran pertanggung jawabannya.™ Sebagai

amanah anak harus dijaga dilindupgi segala kepentingannya, fisik, psikis,

intelektual, hak-haknya, h Melindungi anak bukan hanya

kewajiban orang emua. Sebagai agama

h anak masih dalam

Perlind ; in dan melindungi
anak dan hak i dan berpartisipasi,
secara opti [ : i ‘kemanusiaan, serta
umum anak berhak mendapat p aja dalam ilmu pengetahuan, tetapi
juga dapat diperhatikan dari sisi pandang kehidupan seperti, agama, hukum dan
sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan

sosial.®®

BMuhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Vol, 6, No. 2,
Juli 2014. h. 1

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23
Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

BMaulana Hasan Wadang, “Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, (Jakarta:Gran
Media Widiasarana, 2000), h. 1
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Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial. Upaya perlindungan anak sangat perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu
sejak dari dalam kandungan (janin) sampai anak usia 18 tahun. Menurut Ahmat
kamil, perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negarag/ang merupakan suatu rangkaian kegiatan

yang dilakukan secara teru dunginya hak anak.'®

Melindungi pgaruh eksternal (luar)
yang negatif ' Undang-Undang
tentang Perli Jan anak bertujuan
untuk menja i mbuh, berkembang
dan berpartisi 3 i an ha tabat kemanusiaan.

Jang-Undang No. 23

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

® Amat Kamil dan Fauzan, “Hukum Perlindungan dan Pengembangan Anak di Indonesia”,
( Jakarta: Raja Frafindo Persada 2008), h. 5.

“Hardjon, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, (Jakarta: Eresco, 2007), h. 5.

®Nasir Jamil, “Anak Bukan untuk di Hukum”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 16-
18.
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3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mentalgspiritual, dan sosial.

6. Setiap anak ber ndidikan dan pengajaran dalam

rangka pengemban Aya sesuai dengan minat
dan bakatnya.

7. Bagi peroleh pendidikan
luar biasa, S 3 i fans iliki julan juga berhak
mendapatkan

8. Setiap @ erha ; ide lapatnya, menerima,

9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
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perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan,
dan perlakuan salah lainnya.

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika
ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

13. Setiap anak berhak untu emperoleh perlindungan dari penyalah

gunaan dalam kegiatan poki m sengketa bersenjata, pelibatan

dalam kerusuhan ng mengandung unsur

14. Setia [ 5aran penganiayaan,

15. Setia : ai dengan hukum.

16. Penangka i i énjara anak hanya
dilakukan apabila se dan hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang. Dewasa,
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan

di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup

untuk umum.
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18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.™
Ajaran Islam anak adalah keturunan ibu dan bapaknya yang tidak memiliki
batas umur karena anak merupakan anugrah atau pemberian Allah swt. Kepada

orang tuanya yang wajib dilindungi. Ralam hukum Islam Nabi saw telah banyak

memberikan perlindungan a aitu, Menyanyangi anak walaupun

anak zina, dan angi anaknya walaupun
anak tersebut di luar nikah sangat
membutuhka pun hukum positif
karena anak jsa. Disinilah peran
agama ditojol hak anak, karena
anak merupak

1. Anak adala

2. Anak adalah nikmat ag U disyukuri kepada Allah.

3. Anak adalah sebagai keturunan penyenang hati, jika mereka menelusuri
jalan orang-orang yang bertakwa.

4. Anak adalah sebagian dari fitnah kehidupan, jika dicintai orangtuanya

kelewat batas, yaitu melebihi cintanya kepada Allah.

®Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atau Undang-Undang No 23
Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

*Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespektif Islam”, Jurnal, Vol, 6, No. 2,
Juli 2014. h. 11.
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5. Anak adalah cobaan bagi orang tuanya jika mereka mengikuti jalan yang
sesat.”!

Menurut Al-Qur’an dan hadis anak yang sudah dilahirkan ataupun yang
belum dilahirkan kebumi berhak mendapatkan hak-haknya antara lain sebagai
berikut:

1. Hak hidup

2. Hak mendapatkan pengakuang

. Hak mendapatkan i

anak dan hak-haknya agar dapat hidur puh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Anak di Luar Nikah

Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa
ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak

dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau

2! Chusniatun, “Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam”, Jurnal,
Vol. 28, No, 1, Mei 20186, h. 58.
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kedua sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah
yang digunakan bagi zina:
1. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.
2. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum
pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak
mengagap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu

sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang

harus dikenakan hukuma a8, muhson hukumannya berbeda
yaitu dirajam sam ] e on dicambuk 100 kali.
Anak yang d isebut anak di luar
perkawinan. 2

Hukum n seksual di luar
perkawinan y: tau telah bersuami-

istri, apakah Ka idak. tatan zina merupakan

agar seseorang tidak melakukan zina 'y di mana sudah dijelaskan dalam Q.S

Al-lsra/17:32.

je - -1 XIS T e 59 L 2 _ &% _
mﬁwcuﬁ@g B 1~)j\\ﬁ}_,yj
Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesun%guhnya zina itu adalah
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”?

22 Abdul Manan ,“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana,
2017), h. 83.

“Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing,
2012), h. 286
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Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang
lahir tidak sah menurut agama.?* Berikut adalah yang termaksud dalam kategori
anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir di luar nikah atau hubungan zina, yaitu anak yang
dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan dengan seorang
laki-laki secara sah.

2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi

terjadi kehamilan di luar nike
dipakai dalam dua
pengertian be
ara pria dan wanita
baik salah sat rkawinan lain yang
sah (overspel dilahirkan dari hasil
hubungan prié arangan kawin, anak
b. Anak yang dilahirka tbungan intim pria dan wanita yang
masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda) dan tidak terdapat
larangan kawin.?’

Anak luar nikah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat

beberapa akibat hukum. menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang

melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu:

*Ahmad Rofig, “Figh Mawaris”, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 1993), h. 127.
%7akariya Ahmad Al-Barry, “Hukum Anak-Anak dalam Islam”, (Jakarta: 2000), h. 14-15.
*Muhammad Rusydi Kadir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir di

Luar Perkawinan yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia”, Skripsi, 2018, h. 36.
?"Harun Utuh, “Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya”, h. 14.



23

a. Hubungan Nasab
KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 sebagaimana telah
dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka
secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada bapak
biologisnya. Demikian juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang perkawinan pasal 2 Ayat (1

b. Nafka
Status a hubungan nasab dengan

ibunya dan ke dtinya saja, maka yang wajib an nafkah anaknya

tersebut adala bun secara biologis
m KHI (Kompilasi
dak berkewajiban
ayah biologisnya
nafkah, pendidikan, kesehata sampai anak tersebut dewasa dan
mandiri
c. Hak-hak waris

Anak di luar nikah karena hanya bernasab kepada ibunya saja maka

dalam hal mewarisi anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang di mana sudah di tegaskan dalam KHI

(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 186.
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d. Hak perwalian
Kasus anak di luar nikah yang ternyata anak tersebut perempuan, jika
sudah dewasa dan ingin menikah maka ayah biologisnya tidak berhak untuk
menikahkan anaknya (menjadi walinya) sebagaiman ketentuan wali nikah dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19 yaitu sebagai berikut:
1) Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

2) Yang bertindak ah adalah seorang laki-laki yang

3) Ke ; an hukum terhadap
anak di luar semua anak yang
lahir di luar n

KHI (K enyebutkan bahwa

nikah terdiri darf dari we i haki ast Hukum Islam Pasal

yang satu sama didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

a. Kelompok kerabat laki-laki garis ke atas yakni ayah, kakek, dan pihak
ayah dan seterusnya.

b. Kolompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se

ayah dan keturunan laki-laki mereka.
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c. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
dan keturuna laki-laki mereka.
2. Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi walinya

adalah yang lebih dekat dengan derajat kekerabatan dengan calon mempelai

wanita.
3. Apabil 3, kekerabatannya maka
yang paling b ari se ayah.

1 sama yakni sama-

sama derajat a be : ali nikah, dengan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
B. Perlindungan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dengan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bentuk tanggung

jawab negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-
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hak anak, negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak menurut hukum Islam dilakukan dengan 3 dimensi hak
anak yaitu:

1. Perlindungan bibit anak, yaitu dilakukan antara lain dengan larangan
perkawinan antara 2 orang yang memilki hubungan darah.

2. perlindungan kelangsunganidup, kesejatraan, dan masa depan anak

melalui ketentuan tanggungg

3. Perlind kan melalui ketentuan
syarat sah per ikah. Perlindungan
ketiga dimens negara dan rangka
mewujudkan

Anak pa ubungan antar pria
dan wanita. seorang laki-laki atau
belum mengalahi perubahan

Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan
yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah
menentukan ada atau tidaknya hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang anak.
Dalam hubungan nasab antara anak dengan bapaknya tidak ditentukan oleh

kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan sah yang

dengan nama Allah swt dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah

%|iza Agnesta Krisna, “Panduan Memahami Anak vang Berkonflik dengan Hukum”,
(Yogyakarta: 2018), h. 6.
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ditentukan. Anak dalam hukum Islam memiliki batasnya minimal kelahiran anak

dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan Q.S. Al-Lugman/31:

14,
(o Alliads u@és Ua 5 44 Ailaa 403 50 Gyl GiZags
s o & so . < .
Dadll f ) elall gy o 5840 o ppale
Terjemahnya:

“Dan kami pintahkag agar berbuat baik) kepada kedua
orang tuanya. & q alam keadaan lemah yang
bertambah-té ihnya dua tahun. bersyukurlah

pada kedua orang anya kepada aku

a tahun (24 bulan).
Dan menurut ang sah dilahirkan
sekurang-kura ahan orang tuanya

masih terikat dafa 1@ suami, atau karena

maka anaknya itu hanya sah Sedangkan menurut Aswadi Syukur
menyebutkan bahwa para fugaha menetapkan suatu tenggang waktu kandungan
yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.*

Mazhab figh berpendapat sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah

enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan jarak kelahiran dengan masa

*Kementerian Agama R, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing,
2012), h. 413.

¥950edaryo Soiminm, “Hukum Orang dan Keluarga Perpektif Hukum Islam Perdata Barat,
Hukum Islam dan Hukum Adat”, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1992), h. 46.

1 Aswadi Syukur, “Intisari Hukum Perkawinan dan Keluargaa dalam Fikih Islam”,
(Surabaya: PT. Bina IImu, 1985), h. 32.
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kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah
berpendapat bahwa dihitung dari waktu akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama
menghitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.*

Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang
enam bulan setelah akad nikah dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang
dari enam bulan sejak waktunya kemungkinan separti pendapat mayoritas ulama

tidak dinisabkan kepada laki-laki ataw.suami wanita yang melahirkannya. Hal ini

menunjukkan bahwa kehami

Wahbah tersebut tidak bisa
dinasabkan ke dinisabkan kepada
suami ibunya mempunyai nasab
sehingga tida ang anak terhadap
orang tuanya. han yang sah kedua
orang tuanya, dapat dinasabkan
kedua orang tuanya. Anak i 7 I_hubungan nasab kepada ibunya
saja.

Perlindungan anak di luar nikah hanya diperolen melalui ibunya saja dan
keluarga ibunya. Karena anak di luar nikah hanya memilki hubungan nasab
dengan ibunya, mengenai perlindungan yang didapatkan dari ayahnya tidak
mendapatkan perlindungan karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai anak

di luar nikah dan tidak sah anak yang lahir dalam konteks ini tidak mendapatkan

%2H.M. Zuffran Sabrie, “Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah”, (Jakarta: Depertemen
Agama RI, 1996). h. 65.

*H.M. Zuffran Sabrie, “Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah”, (Jakarta: Depertemen
Agama RI, 1996). h. 67-68.
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perllindungan hak nafkah, perwalian pendidikan, kewarisan dan tidak dapat
diberikan pelayanan dalam administrasi negara.

Berarti bahwa anak yang lahir di luar nikah apabila dilihat dari segi hukum
negara menunjukkan tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak
dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga jika nantinya anak memiliki akta
kelahiran, hanya tercantum nama ibunya tanpa tercantum nama ayahnya.

Anak tersebut dapat menuntut hak-hak perdatanya kepada ayah biologisnya,

kecuali hak perwalian dan h iR dari kedua hak perdata itu, anak

berhak atas diri aya pendidikan dan lain
sebagainya. bapak biologisnya
dengan jalan ena dia bukan ahli

waris.

Islam tidak mengajarkan bahw ang dapat dilimpahkan kepada orang
lain seperti Anak zina.** Menurut pandangan Islam suci dari segala dosa, karena
kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua
orang tuanya yang tidak sah. Menurut hukum dalam Al-qur’an Allah berfirman

Q.S Al-Najm /53:38.

%M Hajir Susanto, “Kedudukan Hak Perdataan Anak Luar Kawin Perpektif Hukum Islam”
Jurnal, Vol. 7, No. 2, 2021, h. 110.
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Terjemahnya:
Yaitu bahwasanya seorang yang bedosa tidak akan memikul dosa orang
lain.*®
Islam sangat tegas terhadap pelaku zina bukan berarti anak yang dilahirkan
dari perbuatan zina disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan
perbuatan zina. Maka dari itu, anak hasil zina harus diperlakukan secara

manusiawi, diberikan pendidiakan, gajaran, dan keterampilan yang berguna

untuk bekal hidup masa depé 9. mengenai segala keperluan anak,
baik materil maug ad i a dari ibunya. Sebab
anak zina, ha Ahnya seorang anak
akan menent aki yang menjadi
ayahnya. Nasz ) terjadi iperole i pe n yang sah. %

ak dapat dikatakan
sah dan dapat A al enuhi tiga syarat, yaitu
seksual, dan merupakan akibat yang sah.*” Dalam terminologi figh
ditemukan istilah anak di luar nikah atau anak zina. Anak zina adalah anak yang

dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu

hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan dan tidak

*Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Sukses Publishing,
2012), h. 528.

*\Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islam Wa Al-Adillatuh™, h. 681.

$"Muhammad Abu Zahrah, “Al-Ahwal Asy-Syakhisyyah”, (Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1958) h. 451-453,
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memenuhi syarat rukunya.**Anak di luar nikah dapat di bagi menjadi dua macam
yaitu:

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun
dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam syafi’i
berpendapat anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya,
anaknya dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan

sebelum enam bulan dari perkawinangibu dan ayahnya, maka dinasabkan kepada

ibunya saja, karena diduga_ifs an hubungan badan dengan orang
lain, sedangkan b
Artinya

ubungan kewarisan antara a dengan ayahnya.

Jika dilahirka i ada ibunya, karena

Kedua Anak yang dibue an di luar pernikahn yang sah.
Kedudukan anak di luar nikah dalam ketgori kedua disamakan kedudukannya
dengan anak zina dan anak /i’an. Anak li’an berasal dari kata “la’ana” artinya

laknat, sebab istri pada ucapan kelima saling bermula’anah dengan kalimat:

*®Hasan Makluf, “Al-Mawaris fial-Syari’ah al- Islamiyah”, (Kairo: Mathba’ah Al-Qahirah,
1976), h. 196.

%M. Ali Hasan, “Azas-Azaz Hukum Islam: Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia”, (Jakarta: Raja Wali Press,19997), h. 81.
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“Sesungguhnya padanya akan jauh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang
telah berbuat dosa.” *°

Menurut istilah syara, /i’an berarti sumpah seorang suami di muka hakim
bahwa dia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya
perihal perzinaan. Suami menudubh istrinya berbuat zina, dengan tidak mengemuk
akan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Artinya Anak

yang lahir dalam kategori ini memiliki,akibat hukum.

1. Tidak memiliki hub R ayahnya, melainkan mempunyai
hubungan nasab_g vajiban memberi nafka
kepada anak Hubungan yang
timbul hanyal

2. Tida i a hubungan nasab

Warisan anak hasil zina tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung
kepada laki-laki yang menghamilinya perempuan yang melahirkan anak tersebut,
tetapi dia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Tsabit (ketetapan) nasab anak
zina kepada ibunya dan tidak Tsabit kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang
dari masa enam (6) bulan pernikahan ibunya. Sedangkan sebab di mana

seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari ketiga perkara berikut:

“°Slamaet Abidin, “Figih Munakahat 11”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 97.
“LAmir Syarifuddi, “Meretas Kebekuan ljtihat”, (Jakarta: Ciputas Press, 2002), h. 195.
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Pernikahan yang sah, hubungan karena pernikahan, dan nasab/keturunan.

Sesuai dengan hadis rasul yang berbunyi :

@ ° “w _onl

Agls aal 5358, cale J55 W 06 dls aie @ i d 050
ST EUTRRIERE

) %_o § o so04 . ,2/ . 5

o dalel il e (555 M oude

{ AN 2§ e 3 \ 2 4 o A, o < o o

Ay & el G die 38 e Jaadly sl o goke e Gaaal)
(el ol 5) 43 B & YB3

Artinya :
“Telah mence elah menceritakan kepada
[ ya dari kakeknya
elaki yang berzina
anaknya ialah anak
ata Abu Isa: Selain
‘Amr bin Syu’aib.
sil zina tidak boleh

telah menyatakan bahwa anak ft dak dapat dinasabkan dengan bapak
biologisnya. Ketentuan tersebut telah mejadi kesepakatan hukum para ulama.
Walaupun demikian bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya
dapat melantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini berasal dari benihnya.

Masih ada sisi kemanusiaan yang saat diberikan bapak kepada anak, meskipun

secara hukum syar’i tidak memiliki nasab. Secara sekarela kemanusiaan bapak

“2Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmidzi, Kitab. Al-Fara-idh, Juz 4, No.
2120, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), h. 38
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memiliki kewajiban mancukupi kebutuhan anak, karena agam tidak membenarkan

pelantaran anak.




BAB Il

PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN ANAK DI LUAR
NIKAH DALAM HUKUM POSITIF

A. Hukum Positif
Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis saat ini
sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus dan ditegakkan oleh

pemerintah dan pengadilan negara_Indonesia. Hukum Indonesia merupakan

hukum yang saat ini berlak tidak tertulis, yang merupakan
campuran sistem b

Ciri hu 3 akan keseimbangan
antara kepen ivi . E. Utrecht, telah

membuat bats [ j D (perintah-perintah

dan larangan ib da itu masyarakat dan

a menganut agam Islam,
maka dominan hukum ata ebih banyak terutama di bidang
perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Indonesia juga berlaku sistem hukum
adat yang diserta dalam perundang-undangan yang merupakan peneluran dari

aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilaya

Nusantara. Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa

“3R. Van Dijk, “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003),
h.2
4 Samidjo, “Pengantar Hukum Indonesia”, (Bandung: C.V Armico, 1985), h. 22.

35
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adanya hukum maka kehidupan manusia liar.*® Tiap-tiap bangsa memilki
hukumya sendiri, seperti terhadap tata bahasa, demikian juga terhadap tata hukum.
Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.
1. Anak Sah
Kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil
dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalamgikatan perkawinan yang sah sebagaimana

tersebut dalam pasal 250 _B hoek).*  Seorang anak dikatakan

sah memiliki hub it dari perkawinan yang

sah juga men dan peraturan-peraturan ya dimasyarakat.*’

(KHI) dalam Pasal

yang sah

~di luar rahim dan

n 1974 Pasal 42 dijelaskan “Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.
Adapun definisi anak sah di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

dijelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan

“*Bambang Sutiyoso, “Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti
dan Berkeadilan”, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 2

“6Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana,
2006) h. 77.

“"Narrudin, Amir dan Azhari Akma Taringan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”,
(Jakarta:Kencana, 2004), h. 276.

K ompilasi Hukum Islam, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Permata Pres 11), h.
90.
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sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya,”.** Jadi anak
yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinna yang sah mempunyai status
sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak
untuk memakai nama marga dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan
dan asal usulnya.*® Menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180
hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam KUHPer

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 25.

“Keabsahan seorang an sebelum hari kel80 dalam

pernikahn suamixi pengingkaran ini tak
amilam itu
n akta ini ditanda

tangani olehn i wa dia tidak dapat

adalah anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang namanya
ayahnya.®® Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya.
Sebab bagi ibu, wanita yang melahirkan adalah otomatis sah sebagai ibunya dan

tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum

*Subekti R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Perdata”, (Jakarta: Pranadya Paramita,
2004), h. 62.

*°Abdu Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana,
2006) h. 77.

' KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Granmedia Press, 2018), h. 59.

*?[chtijanto, “Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam”, (Jakarta: Al-hikah
dan Ditbinbapera Islam, 2000), h. 11.
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antara seorang ibu yang melahirkan seorang anak>. Artinya, sah atau tidaknya
seorang anak perpektif hukum Islam yaitu menentukan ada tau tidaknya hubungan
nasab dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya
tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi ditentukan melalui akad pernikahn
yang sah.

a. Kedudukan anak sah

Seorang anak yang dilahitkan dari ikatan pernikahan yang sah

mempunyai hak dalam kedue ah untuk memakai nama bapakn
ya dibelakang me al-usul kett am telah menasabkan
anak  sah kedua orang tuanya kedua orang
tuanya berke i rlindungan, mendid
dukan anak sah:

1. Anak i i g-orang baik serta

2. Anak sebagal Ujian bagi 3 Jjian sejauh mana mareka
mampu amantat tersebut fari A
3. Anak sebagai amanah. Anak merupakan suatu yang di percayai kepada
orang tua agar mereka menjaga serta merawatnya.
2. Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif
Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita, yang di

mana wanita itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria

*¥[chtijanto, “Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam”, (Jakarta: Al-hikah
dan Ditbinbapera Islam, 2000), h. 12.
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yang menyetubuhinya.>* Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan
seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan
hubungan mereka tidak terikat pernikahan yang sah menurut hukum positif dan
agama yang di peluknya.

Hukum perdata mengartikan anak luar nikah ada dua macam yaitu:

a. Apabila salah satu orang tuanya atau keduanya masih terikat dengan

perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita

mereka melakukan

melahirkan anak,

i oleh orang tua
biologisnya, seda 3 ; iakui olef@rang tua biologisnya
dicantumkan pengakuan di perkawinannya. Faktor penyebab
terjadinya anak luar nikah

Menurut Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, di

antaranya adalah:

*Masjfuk Zuhdi, “Masail Fighiyah”, Cet. 10, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997),
h. 38.

*Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”, Cet. 5, (Jakarta:
Kencana, 2017), h. 81.
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1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.

2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut tidak
diketahui dan dikehendaki oleh salah satu mareka ibu bapaknya, karena salah satu
atau keduanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya

masa iddah perceraian,
ngan laki-laki yang
bukan suami pat di terima oleh
keluarga ked ahirakn itu menikah

dengan laki-la

lain, misalnya agama katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga,
kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di
luar nikah.

7. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pada mereka
berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan

WNI tidak dapat izin menikah dari kedatuan besar untuk mengadakan



41

perkawinan, karena di antara dari mereka telah mempunyai istri, tatapi mereka
tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar nikah.

8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama
sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

9. Anak yang lahir dari perkawina yang tidak dicatat di Kantor Catatan
Sipil atau Kantor Urusan Agama.

10. Anak yang lahir dari petkawinan secara adat, tidak dilaksanakan

secara adat, tidak dilaksa dan kepercayaan serta tidak

Zina dia AN perempuan tanpa
ikatan pernik i ' antara mereka atau
keduanya sud iliki i i m pernah menikah

sama sekali.®’ ' 3 r nikah adalah anak

Perlindungan anak luar m hukum positif sudah baik, seperti yang
terdapat dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi.>® Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Di rumuskan bahwa pandangan tentang
unsur-unsur dan asas-asas Negara hukum secara baru meliputi 5 (lima) hal, yang

di mana salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum,

*®H. Herusuko, “Anak di Luar Perkawinan”, (Jakarta: 1996), h. 6.

> Abdul Rahman, “Perkawinan dalam Syari’at Islam”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.
54,

8 Ahmad Rofiq, “Figh Mawaris”, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 127.

*°F, Magnis Suseno, “Kuasa dan Moral ”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 42.
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berlakunya persamaan (Smilia Similius atau Equality berofe the Law) dalam
negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang,
atau mendiskriminasikan orang. Prinsip tersubut terkandung menjadi dua yaitu:

a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum dan
pemerintah.

b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi

semua warga Negara.

Hukum harus me kepastian hukum yang adil

terhadap status yang ada padanya,

termaksud te yang lahir di luar perkaw ) sah (Anak di luar

nikah) me raturan  perun -undangan. positif betul-betul

melindungi se
Tabe g Nomor 1 Tahun

1974 Tentang

Tahun1974
Tentang Perkawinan

Pasal 28 B ayat (1) Pasal 2 ayat (2)

“Setiap orang berhak “ Tiap-tiap perkawinan
membentuk keluarga dan dicatat menurut
melanjutkan keturunan melalui |peraturan perundang-
perkawinan yang sah” undangan yang berlaku”.®

% Dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945
® Tim New Merah Putih Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, h. 6
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Pasal 28 B ayat (2) Pasal 43

“Setiap anak berhak “Anak yang dilahirkan di luar
atas  kelangsungan hidup, perkawinan hanya mempunyai
tumbuh, dan  berkembang hubungan perdata dengan
serta berhak atas perlindungan  fibunya dan keluarga ibunya”.®?
dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perla
yang sama di hadapank

Tabel di bahwa Unda ar Negara Republik

Indonesia tah > pasal 28 ayati(1) “Setiap ora ak atas pengakuan,

jaminan, perli erlakuan yang sama
di hadapan 1 ang-Undang Dasar
Negara Repul ( g Nomor 1 Tahun
ar nikah perkawinan
mempunyai hubungan da 3 eluarga ibunya”.®
Karena sudah jelas bahwa @ Kan Undang-Undang perkawinan tidak
dapat membawa amanat pancasila sila yang ke lima yang berbunyi “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Pasal 28 ayat (1).

Pasal 43 ayat (1) ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi anak luar nikah
bisa mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, dengan dibuktikan melalui tes

DNA. Dalam pertimbang hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa,

®2Tim New Merah Putih Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, h. 16.
®*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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perlindungan dan kepastian hukum adil terhadap status anak yang dilahirkan dan
hak yang ada padanya, termaksut anak yang dilahirkan meskipun keabsahan
perkawinanya masik dipersengketakan. Intinya bahwa hubungan keperdataan
anak luar nikah dengan bapak biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah.®*

Tes DNA (Deoxyribose Nucleig, Acid) dijadikan penguat terkait hubungan

nasab, Tes DNA bukti yang eberapa kasus seperti kriminalitas
dan bantahan at3 3 ak Palam Islam, hubungan
bungan pernikahan
yang sah. Hal : atakan bahwa anak
bisa juga ditempuh
melalui persa Wa Ya enuhi syarat.Cara
an pengadilan (igrar).
Dalam kajian fighi, ah me : pasab memalui tes DNA belum
ditemukan, karena tes DNA u baru untuk menuntukan nasab
seseorang, para ulama berpegang pada cara di atas.®

Penggunaan tes DNA sangat dimungkinkan dalam kondisi tertentu,
misalnya tidak teridentifikasinya nasab karena beberapa faktor, seperti ketiadaan

bukti fisik ataupun bukti tertulis. Tes DNA dapat dipakai untuk mengidentifikasi

bayi-bayi yang dari akibat pernikahan yang tidak sah. Meskipun syari’at

*M. Anshary, “Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasiona”,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 79.

%M. Anshary, “Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 80.
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menekankan pentingnya nasab, terhadap pengukuhan nasab dari hasi perbuatan
zina tidak boleh dilakukan tes DNA, karena telah melanggar prinsip syari’at itu
sendiri. Pengukuhan nasab anak kepada bapaknya hanya melalui perrnikahan
yang sah. Penggunaan DNA hanya dipandang boleh pada kondisi tertentu seperti
disebutkan di atas.

C. Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif

Hukum positif merupakan asasgdan kaidah hukum yang berlaku saat ini,

berbentuk ke dalam lisa ang Kkeberlakuan hukum tersebut
mengikat secara U embaga peradilan atau
pemerintahan

Kitab U wetboek) menyebut
anak luar ka alam). Anak luar

nikah adalah dalam hal ini anak

Hukum perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) status anak dibagi menjadi dua :

1. Anak sah, yaitu anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan
ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami dibedakan menjadi
dua:

a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan atau sumbang

%8Syahrini Ridwan, “Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata”, (Bandung: Alumni, 1992), h.
82.
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b. Anak zina dan sumbang
Secara terprinci ada tiga status hukum atau keduduakan anak luar nikah
dalam hukum perdata BW (Burgerlijk wetboek): ¢
1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu
yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila
keduanya belun atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar nikah mempunyaishubungan keperdataan dengan ibunya yang

melahirkannya, apabila men gan laki-laki yang menghamilinya

ibunya yang meng de g sngakuinya.

3. Anak

menjadi anak sah, yaitu ana ah yang diakui oleh

ibu yang me 2 dan diikuti oleh
pernikahan me
Pengak ang di luar nikah
dimaksud ada i i-lakt*dan perempuan yang
di mana statusnya ada
a. Kedua belah pihak 1dak dalam ikatan pernikahan yang

sah)
b. Kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui
anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan presiden, pengakuan dapat

dilakukan.

®’Sodharyo Soimin, “Hukum Orang dan Keluarga”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41.
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c. Akibat pemerkosaan. ®
Berbeda dengan hukum perdata BW (Burgerlijk wetboek) Kedudukan anak
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada dua, yaitu
anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Bab IX dijelaskan anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal

menegaskan status anak yang yang sah.adalah:

1. Anak yang dilahirk at pernikahan yang sah.
an pernikahan dengan

tenggang wa A pernikahan dengan

pernikahan yang

waktunya kur: i [ i dii lahiran oleh suami.

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan
pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban
pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang /i ’an (diingkari) oleh suaminya.

®_BH Apik, “Pengakuan Anak Luar Nikah”, dikutip dari http//www.lbh.apik.or.id/.
Tanggal 11 September 2022
®*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Pernikahan
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4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang
(salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan
yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersuan.

Menurut hukum positif kedudukan anak di luar nikah didasarkan pada
perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa anak itu lahir dalam perkawinan yang

sah, maka anak tersebut dikatakan anak sah. Sedangkan anak yang lahir tidak sah

adalah anak yang tidak di ang sah, orang menyebut anak

tersebut adalah 3 ang No. 1 Tahun 1974

tentang perka dudukan soserang anak dia pasal 42-44 yang

berbunyi:

Pasal 42 “Ang atau sebagai akibat
dar

Pasal 43“(1) P A ilahi an. hanya mempunyai

Pasal 44 “(1) Seorang suami d sahnya anak yang dilahirkan oleh

istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat
zina memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan
pihak yang berkepentingan.
Pasal 280 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebut dengan
pengakuan yang dilakuan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan

perdata antara bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasaranya anak di luar

0. Satrio, “Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang”.
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5.
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nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan hukum. Hubungan
hukum itu akan terjadi apabilah ayahnya tersebut memberikan pengakuan bahwa
anak luar nikah itu adalah anaknya. Namun mengenai hubungan hukum anak di
luar nikah dengan orang tuanya itu telah diatur lebih lanjut melalui Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1). Pasal tersebut
menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dankeluarga ibunya.

Akibat dari hubungan hak ibunya dan keluarga ibunya,

anak tersebut han aya dan keluarga ibunya
saja, termaks u menjadi dewasa
hanya menjag rsebut sudah jelas
mengandung . Muncullah MK
(Mahkamah akan bahwa “anak
yang lahir di ata|dengan ibunya dan
keluarga ibunya : ¢ 3 yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahua dan atau dengan alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya.



BAB IV

PERBANDINGAN ANAK DI LUAR NIKAH ANTARA
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Perlindungan
dan Kedudukan Hak Anak di Luar Nikah.

Tabel.4.1 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yaitu:

No Anak di Luar Hukum Positif

Nikah

a mendapatkan
gan dari kedua
anya bila ada

an, pengesahan

1. Perlin

enurut Mahkamah
Konstitusi anak dapat
memeiliki nasab dengan
ayahnya dengan di
buktikan melalui tes
DNA (Deoxyribose

Nueleic Acid)..
2. | Kedudukan Hanya bernasabkan Tidak memiliki nasab
kepada ibunya. dari ayah .
Tidak saling mewarisi Seorang anak di luar
dengan ayahnya. nikah bisa mendapatkan
kedudukan berupa hak

mewarisi, hak nafka, hak
perwalian, dari pihak
ayahnya jika ada
pengakuan, pengesahan
anak yang dilakukan oleh
kedua orang tuanya.

50
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Ayahnya tidak bisa
menjadi wali pada saat
anaknya ingin menikah
jika anak itu
perempuan, Hanya
mendapatkan wali
hakim.

Ayah biologisnya tidak
dapat memberikan
nafka karena tidak
memiliki nasab.
Meskipun secara

ajiban menct
butuhan anak aga
tidak ada pelantaran

B. Persamaan dan Perbedaa
a. Persamaan Hukum
1. Baik hukum Islam maupun hukum positif perihal perlindungan dan
kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu anak di luar nikah hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Hubungan ayah biologis terhadap anak di luar nikah berdasarkan hukum

Islam dan peraturan perundang-undangan sama-sama tidak mempunyai hubungan
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perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, tetapi mereka dapat
saling memberi wasiat.

3. Baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif ayah tidak dapat
menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah tersebut seorang
perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ayah biologisnya tidak
berhak menjadi walinya.

b. Perbedaan Hukum

1. Hubungan ayah big di luar nikah berdasarkan hukum

Islam dan hukumg ‘ empunyai hubungan

memberi was is dapat dikenakan

hukuman ta ji i an, kesehatan, dan

oleh pernikahan mereka.
3. Dalam hukum positif, anak di luar nikah mempunyai hubungan
keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan ayahnya yang menghamili
ibunya jika keduanya mengakuinya.
C. Analisis
Hukum Islam, mengenai anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan
oleh seorang perempuan, yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah

dengan pria yang menyetubuhinya. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak
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memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dia hanya memiliki hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak di luar nikah tidak berhak
mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya.

Maazhab figh berpendapat bahwa batas kehamilan minimal usia enam
bulan, apabila anak tersebut dilahirkan tidak mencapai enam bulan maka anak
tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya tidak bernasabkan kepada ayahnya.

Walaupun demikian bukan berarti ayah biologisnya dapat melantarkan anak

begitu saja, masih ada sisi dapat diberikan ayahnya kepada

anak meskipun sg b tetapi secara sukarela
kemanusiaan memiliki kewajiban manct butuhan anaknya.
Karena dalam dan secara hukum

ta’zir ayah bi ikan kesehatan dan

segala keperluan anak baik piritual dan berhak saling mawarisi
antara ibunya dan keluarga ibunya.

Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum positif hanya sebatas
mengatur perlindungan dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban
anak, pemeliharaan anak, pengkuaan anak, pengesahan anak dan lain-lainya yang
umumya ditemukan. Dalam beberapa sistem hukum baik KUHPer (Kitab Hukum

Perdata) maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawina,

Undang-Undang No. 23 Tahun Tentang Administrasi kependudukan. Status
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hukum anak di luar nikah dalam subtansi hukum perlindungan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya Undang-Undang No.l
Tahun 1974 juga menentukan sama dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang
berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya da keluarga ibunya”.

Perlindungan dapat diberikan kepada anak di luar nikah jika ada pengakuan,

pengesahan, dan pengangkatan dari_kedua orang tuanya. Pengakuan anak dalah

merupakan salah satu Keterangan dari laki-laki yang

menyatakan peng pengakuan anak akan
menimbulkan ) telah menghamili
ibunya. Penga i arti gkatan anak dalam
hukum perdat ) . i perbedaan yaitu:
yang tidak sah,
sedangkan penga : i baik ana ih maupun tidak sah.
Sedangkan pengangkatan anak't ubungan kekeluargaan tetapi anak
angkat dianggap sebagai keturunan sendiri.

3. Pengakuan anak diminta oleh ayahnya, sedangkan pengangkatan anak di
minta oleh sepasang suami istri.

4. Pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat, anak yang tidah sah

akan menjadi anak sah jika seorang ayah mengakuinya.
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5. Pengakuan anak cukup diakui dengan akta notaris atau akta kelahiran
yang di buat oleh Kantor Catatan Sipil, sedangkan pengangkatan anak harus
dengan keputusan hakim.

Anak di luar nikah diakui oleh ayahnya maka anak tersebut dapat
memperoleh status sebagai anak sah dengan pengakuan anak dalam hukum
perdata diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 272

yang di mana anak di luar nikah ataug.kecuali yang dilahir kan dalam perzinaan,

anak yang lahir di luar a orang tuanya melaksanakan
perkawinan, ma jadi @ ak dan ibunya sebelum
melaksanaka ang-Undang atau
pengakuan it iri. Per (Kitab Undang-
Undang Huk 3 i 3 adanya pengakuan

anak di luar i 3 anak di luar nikah

engan ibunya dan keluarga
ibunya serta laki-laki sebaga ka dapat dibuktikan dengan ilmi
pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain mempunyai hubungan darah,
termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hukum memberikan
perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan
diberikan oleh hukum ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara

bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”
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Anak memiliki hak terhadap orang tuanya dan orang tua berkewajiban
memberikan hak kepada anaknya. Dalam suatu rumah tangga yang aman dan
damai segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak kedua orang tua wajib
memberikan hal tersebut. Ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya
berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.”* Kewajiban bapak memberikan

nafkah kepada anaknya hanya terbatas kepada kemampuannya. Selain beban

wajib tersebut orang tua anak-anaknya sampai dewasa dan

dapat berdiri sendi ati dan berbuat baik
dan parah anggota kerabatnya
ar nikah tidak sama
dengan anak dan ayahnya, anak
diluar nikah ibunya saja tidak
dengan ayahn i ya ij : aula dhWa anak di luar nikah
adalah anaknya tapi dalam ¥ ahwa anak zina tetaplah anak zina
karena anak tersebut adalah hasil hubungan di luar nikah.Serupa juga ditegaskan
dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 100 bahwa “Anak yang lahir di luar
pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya”.72

""Hilman Adikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia”, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.
144,

"?Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, (Surabaya: Arkola), h.179.
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Hak-hak anak yang dapat didapatkan dari kedua orang tuanya yaitu anak
berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan dari orang
tuannya. Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada
ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap seorang anak diwajibkan kepada ke dua
orang tua. Hak dan kewajiban ini diberikan kepada masing-masing orang tua baik
selama dalam perkawinan ataupun jika perkawinan telah diputuskan. Anak luar

nikah untuk memililiki kedudukangdalam hukum positif memiliki hubungan

nasab.

Anak luar ni ubungan antara ayah,

ibu dan anak di luar nikah maka anak te s diakui ibu bapak

nya. Pengakus ara tegas dan tidak
boleh disimp kuan akan terjadi
hubungana p k dan ibunya yang
menimbulkan yalian, hak memakai
Undang-Undang Noma 974 tentang Perkawinan tidak
menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan anak di luar nikah. Hanya
dijelaskan bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan
yang tidak sah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga
ibunya saja.

Kedudukan anak di luar nikah diatur secara tersendiri dalam peraturan
pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pasal 44 yang berbunyi “bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak
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yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut”.
Pengadilan memberikan putusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak
yang berkepentingna. Sedangkan dalam pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak menjelaskan pengakuan anak secara rinci

dan lengkap dan di tegaskan beberapagpasal tentang kedudukan anak di luar nikah.

Dalam pasal 100 disebutka g lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hub ya. Dalam KUHPer

(Kitab Undan ukum Perdata) Pasal 28 ahwa ada tiga cara
untuk mengak

1. Peng sebut dalam akta
kelahiran ana kan oleh ayah yang

2. Dengan mels : en anita yang hamil dengan
laki-laki yang membuahinya st akui anak tersebut. Anak yang diakui
di sini adalah anak di luar kawin yang sudah dilahirkan pada waktu pelaporan
kelahiran tetapi belum dirikan pengakuan oleh bapaknya.

3. Pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris,
pengakuan ini dengan melaporkan kepada kantor pencatatan sipil, di mana
kelahiran anak dahulunya telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat

dalam minat akta kelahiran yang bersangkutan.
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 49 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi bagi
pengakuan terhadap anak di luar nikah menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi
pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak
oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

2. Kewajiban melaporkan _sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi orang tua ak membenarkan pengakuan anak
pejabat pencatatan
sipil mencata i € bitkan kutipan akta
pengakuan an

Akibat a timbullah hukum
baru antara ana diakui oleh bapak yaitu_h Jerdata yang berupa

a. Memberikan nafkah ke g diakuinya.

b. Menjadi wali dari anak yang diakuinya, saat dibutuhkan.

c. Mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya.

Ketentuan KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 864 anak
luar nikah yang diakui berhak atas warisan dari bapaknya yang mengakuinya.

Pengakuan tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya sehingga

kedudukan sama dengan anak sah dan mereka saling mewarisi.
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Berbeda dengan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam
tidak mengatur pengakuan anak di luar nikah. Sebab anak luar nikah tidak
mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Undang-Undang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur masalah status
asal-usul mengenai anak, yang di mana dapat dibuktikan dengan adanya
perkawinan terlebih dahulu. Pembuktian perkawinan dengan adanya akta atau

buku nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, bahwa pernikahan

tersebut telah dilaksanaka g dikatakan sah apa bila memiliki
akta kelahiran o png sah, akta tersebut di
t tidak ada maka
eorang anak setelah
melakukan pe ] i rat.

h menurut Islam

yakni menguji gen-gen yang te DNA atau dalam bahasa Indonesia
sering di sebut AND ( Asam Deoksiribo Nukleat) apakah terdapat unsur kesamaan
antara anak yang diakui yang laki-laki yang mengakui.

Perlu ditegaskan dalam ajaran Islam tidak dibenarkan pengakuan terhadap
anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan karena perzinaan. Sedangkan dalam
ajaran KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pengakuan terhadap

anak luar nikah, anak zina atau anak sumbang dimungkinkan, meskipun anak zina

dan anak sumbang terdapat pengecualian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum Islam anak hanya
mendapatkan perlindungan melalui ibunya dan pihak keluarga ibunya saja.
Sedangkan menurut hukum positif anak bisa mendapatkan perlindungan dengan

kedua orang tuanya bila ada pengakuan dan pengesahan anak. Perlindungan anak

terdapat dalam Undang-Undzé terdapat dalam Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 yinan. It Mahkamah konstitusi
anak juga emalui tes DNA
(Deoxyribose
2. Kedu > : i : Islam dan Hukum
Positif. Dala 3 yai hubungan nasab
dengan ibunya da arga i 3 5 uku Positif anak di
luar nikah dapat iki ke a ada gakuan dan pengesahan anak.
Maka jika kedua orang tue al tersebut maka anak berhak
mendapatkan kedudukan berupa hak mewarisi, hak nafka, dan hak perwalian dari
pihak ayah.
B. Saran
1. Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada orang tua yang memiliki
anak agar anaknya tidak terjerumus kepada ha-hal yang merusaknya seperti

melakukan perzinaan tanpa menikah karena anak yang dilahirkannya nanti akan

memberikan dampak yang dapat merusak mentalnya.
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2. Anak adalah titipan Allah swt. yang senantiasa harus dipelihara sebaik
mungkin tanpa membedakan anak sah dan anak luar nikah. Agar dibimbing
kepada suatu hal-hal yang baik yang bersifat positif dan supaya menjadi insan
yang beriman. Di samping itu anak mempunyai hak nya masing harus dipenuhi

oleh orang tuanya.
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